L. q e Nom or ]2Tc hun 1994 tfentang Po;ok Bumi dan ‘Bangunan :

- Mengingat  :1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Gtonom Kota-Kota Kecll dolom Llngkungon Doeroh Pro

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D)\ERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebab
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis telanjc, kecdaan yang menyebabkan sisa lebih tahu angga
berjalan maka perlu dilakukan pervbahan APBD tahun anggaran 20C8 ;

b. bahwa sehubOngon dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan AFBD tchun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan perdiu
. daerah ;

Sumatera Utara;

2. Undong Undczng Nomor 12 TGhun 1985 tentang Pajok ‘Bumi dan Bonouncn <ebogolmano Toloh dlUth dengon Undong -Und

3. Undong-(_hdong Nomor 18 To hun 1997 tentang Pajok Daerah dan Reinbu5| Doeroh sebogormono felah diubah dengcln Unda
Undo ng Nomor 34 Tahun 2000 1eniong Pajak Daerah don Retribusi Daerah ; : :




Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 _fenfong Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan

" Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 fentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

10.

.

12.
13.
14.

15.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun ]9?9 tentang Penyelenggaraan Negdrc yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 1entong Keuvangan Negara:

Undang- Undong Nomor 1 Tahun 2004 fentong Perbendaharaan Negorc

Undang-Undang Nomor 10 rohun 2004 tentong Pembaniukcn Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 f:_entong Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ilentong Sistern Perencanaan Pembangunan Nasiondl :

Undcng Undong .Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undcng-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerch menjadi Undang-Undang;

Undong-Undong Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Doeroh;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemioinaan dan ‘Pengowoson atas Penyelenggarcan Pemerintahan Daerah;

Peraturgn Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

. Peraturan Pemenm‘oh Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana

telah diubahn dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tohun
2004 tentang kedudukon Protokoler don Keuongon Pimpinan dan Anggata DPRD ; SR

Perofuron Pemerintah Nomor 23 Tohun 2005 ’rentong Pengelolaan Keuangan Badan Layonon Umum

Pero furan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 1entong Standar Akutansi Pemenntdhon

l
l
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. Pero’furon Pemerintah Nomor 54 Tohun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

o




20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pémen’nfoh Nomor 56 Tahun 2005 tém‘ong Sistem Informosi_Kerﬁgon Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
23. Pemfuron**Pérherinfoh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahuf_'a 2065 tentang Pedom<;n Penyusuhon don’Penercpdn Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tantang Peloporo'h Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
‘ 26. Peraturan Menteri Dalam Negéﬁ Nomor 13 Tahun 2006 1en1oﬁg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

27. Peraturan- Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pehdopoton dan Belanja daerah
Tahun Anggaran 2007;

28. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007tentang  Pokok Pokok Pengelolaan Kevangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
Hoo ' DAN
i . 'WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN

enetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

i
Pasal 1

' nggoron Pendopoton don Belonjo Doeroh Tahun Anggoron 2008 °emula tqerjumloh Rp 395 022. 996 823 OO bertomboh Ser mloh Rp 20 284, 664 940 47

ehlnggo menjodl Rp 4]5 307.661.763,47 dengan rincian sebogcn berikut: !
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|. Pendapatan : '
a. Semula : : ‘ . Rp. 390.322.996.823,00
b. Bertambah Ro. _9.897.273.696,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
2. Belanja o , :
d. Semula ' - Rp.395.022.996.823,00
b. Bertambah ! Ro. 20.284.664.940,47

JumlahBelanja setelah Perubchcn
Surplus/(defisit) seﬂ‘elah Perubahan
. | .

3, Pembiayaan
a. Penerimaan’ I - .
1) Semula C Rp. 11.400,000,000,00

y 2) Bertambah : ' Rp. 10,487.391.244,47
4 Jumlah Penerimaan sefelch Perubahan .

* b. Pengeluaran :

' 1) Semula ' Rp. 6,200,000,000.00
2) Bertambah Ro. _ 100,000,000.00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubohon

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Sisa lebih pembi ayagn anggaran setelah perubahan

; Pasal 2

il) Pendapatan Daerah sebogoimond yang dimaksud dalam Pasal | terdiri dari:

o a. Pendopo’ron Asli Doeroh -

g 1) Semula. S UV . Rp. 13.609.485199,00 -
2) Bertambah ! 5 . Rp. 1236.000.000.00

-

- -'jumloh‘Pe‘ndobO’foh"Asli-DGéTOh setelah Perubahan.—. . o A‘ R '-t S ‘ ——

Rp. 400.220.270.519.00

Rp.415.307.661.763,47
Rp (15.087.391.244,47)

Rp. 22.087.391.244,47

Rp. 7.000,000,000.00
Rp. 15.087.391.244,47

‘Rp.. 0.00

Rp. 13845.485.199,.00




-

b. Dana Perimbangan

, 1) Semula . : Rp.362.127.655.624,00
2) Bertambah Rp. - 000
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan ' . Rp. 362.127.655.624,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah '
Ty Semula - Rp:-14.585.856.000,00 SRR
2) Bertambah Ro. 9.661.273.696,00 ) .
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ' . Rp. 24.247.129.696,00

. setelah Peruvbahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebogoimoho dimaksud pada ayat (1) huruf a terciri dani jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah _ :
1} Semula Rp. 6.168.580.000.00

2) Bertambah - " Rp. 300,000,000.00
Jumiah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 6.468.580,000.00

b. Retrbusi Daerah

1)Semula ‘ _ Rp. 4.508.420.199,00
2)Bertambah Rp. 26,000.000.00 .
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 4.604.420.199,00
. C. Hasil pengelolagn kekayaan daerah yiang dipi'sahkan sejumlah _ |
1) Semula ‘ Rp. 160,000,000.00
2)Bertambah/berkurang Rp. 40.000.000.00 .
.. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan ‘ Rp. 200,000,000.00
d. Lain-ain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula , Rp. 2,772,485,000.00
2)Bertambah/berkurang T Rp. (200000000 00 ce SRR
i Jumlah Hasil Pendapatan Asli Daerch setelah Rerubahan , ;’  Rp. 2
i8) Dana Perimbangan sebagaimana yang dimak sud pada aiyat (1) huruf bterdii dari S ! e
| i o
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a. Dana Bagi Hasil PCleIk/BQgI Hasil Bukan Pajak

J)Semula : Rp. 57.336.136.624.00

2)Berfomboh "Rp. -_0.00

Jumiah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 57.336.136.624.00
b. Dana Alokasi Umum

s I)Semuka - Rp.276,422,519,000.00

2)Bertambah/berkurang Ro. 000 : '

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan _ _ Rp. 276,422,519,000.00
c. Bana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 28.369.000.000.00

2)Bertambah/berkurang : Rg. . 0.00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan - Rp. 28.369.000.000.00
{4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada cyai {1) huruf ¢ terdiri dcn jenis pendapatan :
1) Semula ~ Rp. 0.00

2)Bertambah/berkurang , ' Ro. 005
Jumiah Pendapatan Hibah se’roloh Perubahan Rp. 0.00

E a. Hibah
£
v
[
:

. Dana Darurat
1) Semula Rp. 0.00
2) Bericmboh/berkurong ' Ro. 0.00 A
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan o ’ Rp. . 0.00

. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula - Rp. 13.941.600.000.00
2) Bertambah. Rp. 0.00
_Jumloh Dona Bagi Hcsﬂ PGij sefeloh Perubohon : ' Rp. 13.941.600.000.00 -
. bono Penyesuonon Otonomi Doeroh . T . " ) o - » L :
- —~11)Semula . T . Rp. : 0.00 T
; Q)Ben‘omboh/berkurong SRR TR - 000 e
- .Uumloh Dono Penyesuaian Otonomi Doeroh seieloh Perubohon ; o - Rp. : ¢ 000
i p
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S

‘g " e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemenm‘oh Daeran Lain o
! 1)Semula - : . Rp.  644.256.000.00
" 2)Bertambah ' Rp._ 9.661.273.696.00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Lain setelah Perubahan Rp. 10.305.529.696.00

Pasal 3

‘-__(l) Belanja Doeroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Belanja TIdOk Longsung '
_ 1) Semula Rp. 200.240.866.000,00

§ 2) Berkurang RD. [ 4.634122181,53)
: Jumilah Belanja Tidak Iongsung setelah Perubahan .o _ _ Rp. 195.606.743.818,47

b. Belonjo Belanja Langsung '

1) Semula ' Rp.194.782.130.823.00
g 2) Bertambah Rp. 24.918.787.122.00 ’ ,
= Jumlah Belonjq langsung setelah Perubahan Rp. 219.700.917.945.00

qova s e s
A7, *)

g(?) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayct (1) huni a terdini deri jenis belanja:

i  a.Belanja Pegawai sejumiah

i 1) Semula \ : : _ Rp.195.612.123.649,00

2) Berkurang Ro. (5.162.322.181 ,53) A
Jumlah Belanja Pegawai sefeloh Perubahan Rp. 190.449.801.467,47

b. Belanja Bunga _ | : '
1) Semula Rp. 0.C0
2) Bertambah/berkurang Rp. 000
-~ Jumlah Belonjo Bunga ‘setelah: Perubahan Lo ' Rp. T - Q00 T
_ €. Belanja 59?5'?1 S ? : S
1)Semula. T 7 S T T T URe. T 000 e
2) Bertarnbah/berk Urong ‘ Rp..- .+ 000 : ' T
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan - - ‘ I ; Rp.. =~ o 0.00
7
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d. Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertcmboh/berkurong
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan SOSIOI
1) Semula
- 2) Bertambah/béerkurang
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

f. Belanja Bagi Hasil
1) Semula
2) Bertambah/berkurang
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan

g.Belanja Bantuan Keuangan
1)Semula
2) Bertomboh/berkurcng
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelch Perubchan

h. Belanja Tidak Terdugd
1) Semula
2) Bertambah

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
L]

Rp. 0.00
Ro.  1.638.200.000.00
Rp.  4.496.820.000.00
Ro. (1.110.000.000.00)

Rp. 0.Co
Ro. 0.00
Rp. 0.CO
0. CCO
Rp. 131.922.351.00

Rp. 0.00

) Belcnjo Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir dari ] jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Belanja Pegawai Iongs ung setelah Perubqhon

b. Belanja Belanja Barong don Josc i
- Semula-
2) Bertambah

Jumlah Belonjo Borong don Joso seieloh Pembohon

4 &

I A_L VSR N S

28.412.149.920,C0
2106.577.600,00

Rp.
Rp.

-100:07:3:834.565,00 SRR
9.222420.070.00

Rp.

PR SIS D U

Rp. 109.296.254.635,00

Rp.  1.438.200.000.00
Rp. 338682000000
Rp. 0.00
Rp. 0.00
Rp.  131.922.351,00
Rp. 30.518727.52000



c. Belanja Modal ‘ o ' '
1) Semula - , Rp. 66.296.146.338,00
2) Bertambah Ro. 13.589.789.452,00
3) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan ‘

Pasal 4

(1) Pembioyocn Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdii dari:

a. Penenmoon sejumich : : _ .
I)Semulo o Ro. 1.600.000.000,00

2) Bertambah : Ro. 10.487.391.244 47
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan ’ ' ‘ :

b. Pengeluaran sejumaih
1)Semula Rp. 6.900.000.000,00
2) Bertamba Ro. _100,000.000.00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

:(2) Penerimaan s_ebogoimono dimaksud pada ayat (1) huruf a terdir dari jenis Pembioyoon :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnyo
1) Semula Rp. 1.600.000.000,00
2) Bertambah . ' Ro. 10.487.391.244,47
" Jumiah SiLPA tahun anggaran sebelumnya seieloh Perubahan :

b. Pencairan dana codongon
1) Semula : ' Rp. 0.00
2) Qertczmbcxh/berkurc:mg Rp. 0.00
. Jumlah Penccuron dana codongon setelah Perubohon

BV A L e

C. Hcs:l penjuolcn kekoyoon doeroh yang di p isa h k c - _ A : .
A ]) St 'SUIC R . Rp. 0.00

‘ 2) B  sfbamyberkurang 7T CRp. o T 000
Jzumloh Hasil Pen]uolon Kekayaan Daerah’ yang dlpl sahkan seieloh Perubohcn '

. . e . - o “:‘ .
[ P T Iy ) /o v , ; A T O [P s e .

[ N

Rp. 79.885.935.790,00

Rp. 22.087.391.244,47

Rp. 7.000,000,000.00

Rp. 22.087.391.244,47

Rp. 0.00




d. Penerimaan Pinjaman Daerah

I L

1) Semula : Rp 0.00
2) Berfombah/berkurong : Ro 0.00
, Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0.00
. .
. e.Penerimaan kemboh pembencn pinjaman
§ 1) Semula ~ ‘ ~ Rp. 000
g 2) Bertomboh/berkurong ] ‘ Ro. .- 0.00 L
s Jumlah Penerimaan kembadli pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan : Rp. 0.00
f. Penerimaan Piutang Daerah :
1) Semula Rp. 0.00
2) Bertambah/berkurang Ro. .. 000
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan . Rp. 0.00
'3) Pengeluaran sebogo'imono dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir dari jenis pembiayaacn :
a. Pembentukan dana cadangan ‘
1) Semula Rp. 0.00
2) Beﬁcmboh/berkurong : Ro. QcQ
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan : Rp. 0.00
b. Penyertaan Moddal (investasi) pemen'ntoh daerah
1) Semula : Rp. . 00C
2) Ber’rombch/berkurong , ‘ Ro. 0.00
Jumlah Penyertaan modal pemerintah daerah setelah Perubahan Rp 0.00
c. Pembayaran Pokok Hutang
1) Semula Rp. C.00
2) Bertambah/berkurang Ro. _ 0.00 o
~Jumiah Pe’mbczyoron Pokok Hutang. setelah Perubahan S Rp. - 000
- d- Pemberian’ ijomon Da, eroh | |
1) Semula Tt e il o Rp. : 0.00
3) Bertamboh/berkurong ' ’ Ro. o ¢ & L R
- Jumiah Pemberian ijomon Daerah setelah Perubahan o 4 CRp. - 2000 0
. : 4
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. : ‘ . Pasal s

Lampiran T ngkoson Perubohon'APBD; e

Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerch dan organisasi SKPD;

Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerch, organisasi SKPD; pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintchan daerah, Orgenisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerch dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuqngon Negara; :

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan par jabatan:

Lampiran VI Loporoh Keucngcn Pemerintah Daerah yang telah diteicpken dengen Peraturan Daerah;

Lampiran X! Daftar kegiatan- keglcn‘on tohun anggaran sebelumnya yeng belum diselesaikarn dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran Xlll Daftar pinjaman doeroh dan obligasi daerah.

*

Pasal 6

Wohkofa ‘menetapkan Peraturan tenfong Perubahan Pen)oboron Anggaran Pcndopc'fon dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
peloksonoon

JON M - A ”»LL“’ : Y oo " L s ) ) . e
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‘ gperofur'on Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundongkoh.

R R S L TR R

éz;tDlundangkcm dalam Lembaran Daerah Kota Binjai
: Nomor 10 Tanggal 10 SEPTEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Pasal7

12

:-Agor sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penembo’ronnyo' dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 5 September 2008

WALIKOT;

BINJAI

|

H. M. AL UMRI], SH, M.Kn :




